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Pendahuluan

Berbicara tentang salah satu trend di masa depan khususnya
yang terkait dengan isu multikultural sudah barang tentu isu
globaliasi merupakan bagian yang inheren di dalamnya. Walaupun
ada suatu paradoks di dalam kecenderungan globalisasi dimaksud,
yakni di saat keinginan untuk serba mengglobal muncul dimana-
mana, namun di sisi yang lain muncul pula model arus yang
berlawanan dengan kecenderungan global tersebut, yakni berupa
indikasi munculnya nuansa lokalitas, fenomena back to nature,
etnisitas, serta tumbuhnya sektor informal di segala bidang secara
lebih mengecil, tetapi berpeluang untuk berinteraksi secara mondial.
Inilah era transisi dimana paradigma paradoksal menjadi salah satu
pola yang mewarnai perjalanan zaman era posmodernisme.

Posmodernisme itu sendiri paling tidak mengakomodasi tiga
hal, yakni kritisisme terhadap modernisme yang rasionalistik-
positivistik dan telah mereduksi nilai-nilai dasar kemanusiaan,
dimungkinkannya kehadiran spiritualisme dan pluralisme, terlepas
dari corak spiritualisme dan pluralisme model apa yang ditawarkan
oleh posmodernisme itu sendiri. Khusus tentang spiritualisme, ada
yang mengatakan bahwa spiritualisme posmo adalah spiritualisme
yang “liar tanpa kendali”, sementara para agamawan menginginkan
spiritualisme justeru sebagai “pengendali” keinginan nafsu hewani
manusia.
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Demikian pula tentang konsep pluralisme serta kaitannya
dengan eksistensi keberagamaan umat, paling tidak memiliki lima
model pemahaman. Pertama, paradigma eksklusivisme, dimana
pandangan ini menganggap bahwa "“yang selamat hanya kita”,
sedangkan di luar kita (Islam) tidak ada keselamatan. Kedua, para-
digma inklusifisme yang berkeyakinan bahwa “dalam agama lain
ada wahyu atau kebenaran” . Dalam agama lain ada unsur kebenaran
Islam yang bisa saja membawa mereka menjadi terselamatkan.
Seperti kasus Ahmad Wahib yang mengagumi ada pastor yang
“saleh”. Ketiga, paradigma pluralisme indifferent, yakni paradigma
yang serba cuek atau tidak acuh dengan agama lain. Paradigma ini
berkeyakinan bahwa “mereka selamat dengan caranya masing-
masing”. Kelompok ini cenderung kurang serius terhadap agama.
Keempat, paradigma dialog, yakni pentingnya ruang dialog bagi
semua umat beragama dengan belajar “saling mengambil kebaikan
yang ada pada orang lain” tanpa mengarah pada sinkretisme dasar-
dasar kebaikan pada setiap agama seperti masalah pelayanan (etika)
sosial sebagaimana yang dicontohkan oleh ‘Ibu’ Theresia yang me-
miliki rasa kemanusiaan yang tinggi, yang menurut Ali Rafsanjani
(mantan penguasa tinggi Iran) menyatakan bahwa “kebaikan figur
semacam Theresia itu bersumber dari spirit keagamaannya”. Demi-
kian pula ajaran tentang sopan santun dan kebaikan lainnya.
Dibanding pendidikan yang dialami oleh ahli agama Islam, pendidi-
kan calon pastor (sekolah Theologia), mereka mendapatkan

. pendidikan ilmu psikologi pada setiap semester agar kelak para

pastor itu bisa melayani semua orang sesuai dengan tingkat per-
tumbuhan kejiwaannya. Kelima, paradigma pluralisme kritis yang
berpendapat bahwa “yang selamat itu mempunyai dua syarat yakni
iman dan amal saleh”, seperti terdapat dalam salah satu kelompok
denominasi {(minoritas) Kristen di Inggris atau Kanada yang mereka
mevyakini bahwa “Yesus itu bukan Tuhan, tidak adanya dosa warisan
dan tebusan, bahkan khitan juga dianjurkan di kalangan mereka.”?

Agama - khususnya Islam - sangat memiliki potensi globalitas
maupun lokalitas. Secara normatif-teologis, al-Qur'an sendiri
menyatakan bahwa Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin (QS. Al-
Anbiya' 21:107), merupakan pernyataan simbolik dari dimensi
globalitas Islam, sementara di ayat yang lain al-Qur'an mengakui
adanya pluralitas - lokalitas - kesukuan (etnisitas) maupun
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kebangsaan (nasionalitas) (QS. Al-Hujurat 49:13). Wajah Islam
berdimensi universal sekaligus partikular (lokal dan temporal).
Berarti secara normatif-teologis pada hakikatnya tidak ada problem
ketika Islam harus berdialektika dengan paradigma paradoksal di
atas (kecenderungan global sekaligus lokal). Hanya saja yang
menjadi persoalan di sini adalah: sejauh mana batas wilayah ke-
beragamaan Islam yang bersifat global (universal) serta lokal dan
temporal itu? Lalu, model globalitas dan bentuk lokalitas seperti
apa yang dapat diakomodasi oleh Islam? Di sini bisa saja muncul
pandangan yang kontroversial di kalangan umat. Tetapi yang pasti,
di dalam Islam, peluang untuk membangun etika - lebih-lebih -
berwajah lokal sangatlah dimungkinkan.

Dalam khazanah fikih Islam klasik, salah satu teori menyatakan
bahwa “al-'adah muhakkamah” (tradisi lokal itu bisa dijadikan acuan
hukum).? Teori lainnya yang juga dikenal di kalangan ulama fikih
“al-hukm yaduru ‘ala ‘illatihi” (hukum itu berlaku menurut kausali-
tasnya). Secara teoritik dan historik, khazanah keilmuan Islam klasik
telah sukses dalam mengakomodasi kecenderungan lokal tanpa
mengabaikan wilayah Islam yang global. Lagi-lagi yang sering men-
jadi persoalan adalah bentuk tradisi lokal dan model kausalitas
seperti apa yang dianggap masih dalam koridor etika Islam. Tafsiran
tentang ini bisa bersifat plural tentunya, tergantung pada ruang
historis yang berkembang maupun para perumus etika Islam itu
sendiri. Toh setiap ruang dan zaman pasti memiliki pola pemikiran
yang berbeda pula (Islam shalih Ii kulli zaman wa makan).

Di era globalisasi sekarang ini yang dibarengi dengan muncul-
nya berbagai kecenderungan lokalitas yang ada, umat dituntut
untuk terus berijtihad. Igbal menyatakan bahwa ijtihad merupakan
“prinsip gerak dalam struktur pemikiran Islam” (the principle of
movement in the structure of Islam),® yakni usaha secara maksimal
dengan mengerahkan berbagai potensialitas yang dimiliki. Dalam
konteks ini, norma-norma Islam yang universal barangkali tidak
terlalu banyak dipermasalahkan, karena secara normatif telah
banyak tersedia dalam kitab suci maupun hadis nabi serta khazanah
ulama klasik lainnya. Yang sangat problematis saat ini adalah
dimensi etika Islam yang berwajah lokal yang harus dirumuskan
oleh para ahli, baik etika lokal yang terkait dengan wilayah agidah
agar tidak terjebak dengan sinkretisme maupun wilayah fikih dalam
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arti luas, yakni fikih lingkungan, fikih seni, kebudayaan dan
peradaban, fikih kelautan dan lain-lain.

Agama dan Pluralitas Peradaban

Robert N. Bellah mengungkapkan betapa Islam - melalui
Muhammad Saw - telah terbukti sukses - bahkan too modern to
succeed - membangun peradaban yang justeru dimulai dari tengah-
tengah padang pasir yang tandus dan gersang serta dari kerumunan
tribal society di tengah pluralitas masyarakat Mekkah di zamannya.
Kesuksesan Muhammad tidaklah diukur dari kuantitas yang
dicapainya, lebih dari itu adalah tingkat kualitas moral peradaban
yang diwariskannya.* '

Sebagaimana dimaklumi, dalam sejarah peninggalan per-
adaban Islam, banyak sekali warisan peradaban yang pada hakikat-
nya tidak murni dari “warisan dalam” Islam. Tetapi, sebaliknya,
justeru banyak mengadposi “warisan luar” Islam.® Sebagai salah
satu contoh, bentuk menara masjid yang kini menjadi ciri umum
bangunan masjid di seluruh dunia Islam merupakan bukti hasil
interaksi Islam dengan kekayaan budaya lokal. Secara historis, istilah
menara (menareth) berasal dari kata al-manarah yang akar katanya
dari naar yang mengandung makna api. Al-Manarah mengandung
makna tempat api, yang secara historis merupakan warisan dari
tradisi umat Majusi para penyembah api. Oleh para arsitek Muslim
di zaman itu, bangunan menaranya diakomodasi menjadi bagian
dari bangunan masjid, sementara apinya dibuang karena mengan-
dung syirik. Berdasarkan fakta historis di atas, Islam secara kreatif
dapat saja mengakomodasi pluralitas peradaban dari manapun
datangnya sepanjang secara universal, teologis dan intrinsik tidak
melanggar batasan nilai-nilai akidah, seperti api (konteks Majusi)
sebagai simbol syirik. Sedangkan dalam kehidupan umat sehari-
hari, api justeru dimanfaatkan untuk memasak makanan karena api
dalam konteks kehidupan keseharian umat tersebut hanya sebatas
penggunaan secara kultural bukan teologis, sebagaimana yang
dianut oleh orang Majusi di atas. Maka, secara empiris, kita tidak
perlu heran melihat heterogenitas masjid di seluruh dunia, secara
lahiriah dan kultural memiliki model bangunan yang berbeda,
seperti masjid bergaya kilenteng di Cina, atau model masjid di Jawa.
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Namun, lagi-lagi secara teologis, tetap bermuara pada ketauhidan.
Demikian sekedar salah satu contoh model akomodasi Islam
terhadap berbagai model warisan peradaban dunia.

Ini berarti bahwa dalam perjalanan historisnya, Islam tetap
bisa bersinergi dengan kekayaan peradaban dunia sepanjang
secara teologis tidak lari dari komitmen imani sebagaimana yang
telah digariskan oleh Islam. Untuk zaman ini bahkan di masa-masa
mendatang, agama Islam bersama agama atau paham lain bisa
menjalin bahkan ‘menyatu’ dalam memperkaya mozaik warisan
kultural dunia sehingga dimensi ketunggalan rasa kemanusiaan,
etika dan estetika menjadi media keharmonisan interaktif dan
dialektik hubungan antarumat manusia di dunia.

Untuk itu, kita tidak perlu terjebak dengan model clash of
civilization Samuel P Huntington, “ .... that cultural conflict will
replace ideological struggle in the upcoming era”,® tetapi lebih
kondusif dan konstruktif lagi bila kita bangun upaya saling dialogue
of civilization. Upaya dialog antarperadaban ini tidak hanya antar
tujuh peradaban besar dunia sebagaimana diungkapkan Huntington
di atas, tetapi sejalan dengan semangat zaman, Islam juga mulai
melakukan upaya serius untuk melakukan dialog kultural pada
dataran yang lebih lokal. Universalitas Islam mencerminkan
wawasan globalnya, sementara ekspresi keislaman yang fenomenal
dan diferensial merupakan wajah lokalitas peradaban Islam itu
sendiri. Maka tampilan kultural Islan Jawa, Batak, Madura, Melayu,
Aceh, Bugis dan lainnya, tidak harus sama. Secara lebih luas,
tampilan kultural Islam Indonesia, Timur Tengah, Afrika, Barat juga
tidak harus sama, yang penting tampilan universalitas dan
teologisnya tetap memiliki kesamaan. Bukankah Nabi menyatakan
“bahwa Allah tidak akan melihat tampilan lahiriah atau kultural kamu
(innallaha la yanzhuru ila shuwarikum), tetapi yang dilihat adalah
motivasi batiniah kamu (walakin yanzhuru ila qulubikum).

Secara normatif maupun historis, Islam sangat menghargai
pluralitas peradaban yang ada, itulah yang menjadi salah satu kunci
kesuksesan Islam sehingga cepat meluas dan selama lebih kurang
800 tahun pernah memimpin kejayaan peradaban dunia, sebuah
prestasi yang sampai saat ini belum mampu diraih oleh bangsa Barat
sekalipun, yang kini baru mengalami kemajuan peradaban sekitar
200-an tahun.
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Problem Lokalitas Islam

Seperti yang telah disebutkan di atas, tantangan umat pada
era multikultural, kini dan mendatang, adalah bagaimana melakukan
derivasi universalitas Islam sampai ke tingkat lokal. Memformulasi-
kan globalitas Islam ke wilayah empiris, seperti yang pernah dicetus-
kan oleh Hassan Hanafi - tokoh al-Yasar al-Islamy atau Islamic Left,
asal Mesir - perlu rekonstruksi metafisika pemikiran Islam dari
wilayah eternity to time.” Yakni mencoba “melandingkan Tuhan ke
bumi”. Atau seperti motto yang diyakini oleh Ibnu Taimiyyah “al-
haqgigah fi al-a'yan, la fi al-adzhan” (kebenaran yang paling otentik
justeru ada pada realitas empirik, bukan pada realitas logik).® Seperti
halnya Hassan Hanafi, Taimiyyah juga ingin mengajak umat agar
terus mendialogkan globalitas dan universalitas Islam yang idealistik-
rasionalistik, menuju realitas empirik yang sosiologik, lokal dan
temporal. Pandangan lokalisasi Islam ini merupakan pemikiran lanjut -
dari empirisisme Islam. Menurut Igbal, secara normatif, al-Qur’an
lebih mementingkan tindakan nyata (deed) ketimbang semata-mata
gagasan idealistik-rasionalistik.?® Kelemahan para pemikir Islam
klasik, lanjut Igbal, karena mereka memaksakan logika deduktif
Yunani dalam memahami al-Qur'an, sehingga berakibat pada
kekaburan pemahaman. Pandangan tokoh Islam yang berwawasan
empirik di atas, paling tidak, dapat dijadikan acuan tentang
pentingnya pembumian ajaran Islam.

Pada dataran empiris, sesuai dengan fenomena dan tantangan
multikultural yang ada, yang menjadi problem buat kita adalah
bagaimana upaya lokalisasi dan kulturalisasi. Islam sehingga kelak
mampu menjadi media perekat sosial pada tingkat wacana lokal
tanpa harus mereduksi dimensi universalitas Islam itu sendiri.
Sebagai salah satu upaya derivasi dari universalitas Islam di atas,
kita ambil satu contoh, dimana contoh ini sering menjadi ajang
perdebatan antar komunitas Muslim modern (sebagai perwakilan
Muslim global) dengan Muslim tradisional (perwakilan Muslim
lokal), yakni kasus yasinan, tahlilan, maupun shalawatan.

Dalam perspektif keagamaan, bagi Muslim modernis, upacara
yvasinan maupun tahlilan sering dainggap “barang bid'ah” yang
harus dijauhi. Sementara bagi komunitas Muslim tradisional tingkat
lokal, kedua tradisi-ini merupakan bagian dari khazanah Islam.
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Untuk konteks multikultural mendatang, bisa saja dilakukan sinergi
pemahaman keagamaan-antara kedua kecenderungan tersebut.
Katakanlah, yang menjadi wilayah universal dalam ajaran Islam
pada kedua kasus tersebut adalah soal: “anjuran membaca al-
Qur'an” dan “kewajiban menghormati tetangga”. '
Secara universal, Muslim modernis-global maupun Muslim
tradisional-lokal pasti sepakat dengan dua nilai tersebut. Maka bagi
Muslim modernis yang selama ini berkeyakinan bahwa dua tradisi
tersebut sudah dianggap menyimpang, bisa diberi pemaknaan baru
- tentu dengan pendekatan epistemologi “‘Irfani dan Burhani”
(memakai logika ketarjihan pasca Muktamar Muhammadiyah, 2000),
tidak semata-mata “bayani” - seperti model berpikir ketarjihan lama.
Secara ‘irfani, penghormatan terhadap tetangga, keasyikan mem-
baca al-Qur'an dalam bentuk yasinan dan tahlilan bisa diapresiasi.
Secara burhani, kedua realitas empiris itu masih bisa diapresiasi
secara lebih cerdas. Ketika seorang Muslim modernis mencoba
berdialektika secara teologis, fikih (kontemporer) maupun kultural,
pemahaman terhadap kedua kasus itu harus diubah dari “bid'ah
yang sayyi‘ah” menjadi “bid’ah yang hasanah". Niat modernis
mengikuti tradisi yasinan dan tahlilan itu, dimaknai sebagai “semata-
mata untuk membaca al-Qur'an”, yang sudah tentu mendapat pa-
hala, serta “berzikir”. Sementara keyakinan adanya tradisi “pengi-
riman pahala”, bagi Muslim lokal, secara bertahap bisa direduksi,
bila peluang bagi umat tradisional memungkinkan untuk menerima-
nya - juga sangat tergantung pada kepiawian Muslim modernis
dalam mendakwahi mereka. Namun, paling tidak Muslim modernis
- terutama yang tinggal dipedesaan - tetap terjaga ketauhidannya,
tanpa harus “bermusuhan” karena yasinan dan tahlilan” dengan
tetangganya. Bagi Muslim modernis yang t'inggal di wilayah
perkotaan, soal-soal seperti ini tidak terlalu menjadi ganjalan, karena
cenderung terpola pada model kehidupan individualistik, berbeda
dengan model kehidupan orang desa yang komunalistik. Dengan
model pemahaman seperti ini, kemurnian akidah tidak harus ber-
tabrakan dengan wilayah kesalehan sosial seperti rukun tetangga.
Sedangkan dalam perspektif kultural - dalam artian seni
budaya - seperti telah dijelaskan terdahulu, sepanjang dapat
“mempertahankan” universalitas Islam maka seni budaya sebagai
upaya apresiasi khazanah lokal dibolehkan. Misalnya, model
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musikalisasi shalawat ala Haddad Alwi, tradisi shalawat kiai Kanjeng
(Emha Ainun Nadjib) dengan pengajian Padhang Bulan, Mocopat
Syafaat, dan lainnya; bisa saja menjadi penambah kekayaan
khazanah kultural Islam untuk konteks lokalitas Indonesia. Shalawat
Nabi dengan beriramakan “Chinese”, bahkan nada “gerejawi” mau-
pun “model pop”, sepanjang tidak mereduksi tekstualitas dan
substansi shalawat kepada hal-hal yang berlawanan dengan nilai
dasar Islam, justeru modifikasi shalawat dimaksud semakin mem-
perkaya dan memberi daya tarik tersendiri di telinga pendengar di
tengah-tengah masyarakat yang begitu plural dan tengah meng-
alami kehausan estetik serta kehampaan spiritual. Ini merupakan
bagian dari salahsatu kekayaan Islam sipil di masa depén, yang
mencoba mengawinkan nilai-nilai Islam yang universal tanpa harus
terjebak pada proses pemiskinan kultural, sebagaimana yang telah
dilakukan sebagian modernis Muslim selama ini. Hingga, pemiski-
nan kultural dimaksud, berakibat pada munculnya perlawanan
kultural, terutama di wilayah yang rawan konflik.

Fenomena Privatisasi Agama

Di era iptek dan informasi sekarang ini gejala privatisasi
pemahaman agama semakin fenomenal. Bila dulu pemahaman
substantif agama cenderung terpusat pada kiai, kitab dan pesantren,
maka di era multikultural ini terjadi semacam desentralisasi
pemahaman agama. Kitab-kitab kuning kini banyak yang mengalami '
“pemutihan”, yakni mengalami proses penerjemahan secara massal,
sehingga umat tidak lagi semata-mata berguru pada kiai atau
pesantren, namun sudah bisa memahami sendiri pesan-pesan
agama dari berbagai terjemahan kitab kuning tersebut.

Secara figuratif, kini juga terjadi diferensiasi kekiaian, dimana
umat bisa berguru dari jarak jauh melalui media visual maupun
audio visual. Muncul kiai-kiai “selebritis” bahkan “kiai internet”,
umat dengan mudah bisa melakukan chatting dan konsultasi
keagamaan melalui komputer yang memiliki akses internet dalam
berbagai bahasa. Belum lagi media konsultasi keagamaan lainnya
secara teknologis. Paket-paket keagamaan yang terdelegasikan
secara teknologis seperti dalam CD atau VCD maupun penerbitan
buku-buku Islam yang praktis, semacam buku saku, menjadi lebih

106




REINVENS!
ISLAM MULTIKULTURAL

relevan dan signifikan dalam rangka privatisasi Islam. Contoh lain
adalah model program téhajjud call - sistem tahajjud melalui telepon
secara kolektif dan berangkai - sebagaimana yang dipelopori oleh
kiai Abdullah Gymnastiar di Bandung.

Untuk merespon era multikultural di masa mendatang, peran
MUI nampaknya lebih bersifat koordinatif ketimbang instruktif se-
perti selama ini. Demikian pula lembaga keagamaan umat semacam
Majelis Tarjih & PPI (Muhammadiyah) maupun Bahsul Masa'il (NU),
serta lembaga Islam sejenis, harus lebih dapat berbagi wewenang,
baik antar lembaga sejenis tingkat pusat dan daerah maupun
kerjasama antar lembaga Islam sendiri.. Bila di era 80 dan 90-an
muncul istilah pribumisasi Islam, kini diperlukan pula program
privatisasi Islam. Kemandirian umat yang semakin heterogen dan
plural sangat membutuhkan adanya proyek privatisasi tersebut.

Otonomisasi Keberagamaan

Terkait dengan proyek privatisasi Islam di atas, upaya otonomi
keberagamaan menjadi keniscayaan. Sehubungan dengan istilah
otonomi tersebut, di era reformasi ini kata otonomi sering
dimunculkan, walaupun secara common sense masih dikonotasikan
pada aspek non-human. Penggunaan istilah otonomi daerah,
umumnya, lebih bersifat political oriented atau financial oriented.
Sementara discourse otonomi yang terkait dengan empowering
society terkesan jarang ditampilkan. Dalam tulisan ini amatlah
relevan untuk memunculkan wacana otonomi yang secara spesifik
terkait dengan human factor.

Berkaitan dengan proses pemberdayaan manusia di sini, ada
baiknya bila kita kritisi secara lebih mendalam lagi. Secara etik-
filosofik, bangsa kita pada hakekatnya sudah lama mengalami
overlapping kultural yang seolah-olah menjadi sebuah determinan
dari eksistensi bangsa selama ini. Yang kita maksud dengan faktor
determinasi kultural di sini adalah begitu lamanya bangsa - mayo-
ritas umat Islam - ini mengalami determinasi historis yang dimulai
dari adanya dominasi budaya ke-"Hinduan”-an yang dikenal sangat
hirarkis, dan sudah barang tentu sangat tidak kondusif bagi muncul-
nya sistem sosial serta ruang kemanusiaan yang egaliter dan
demokratik.
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Selain itu, ditambah lagi dengan faktor kultural yang represif
dan hegemonik akibat penjajahan Belanda maupun Jepang. Belum
lagi bila dikaitkan dengan sistem tiranik dari rezim Orde Lama
maupun Orde Baru. Semuanya itu semakin memperkuat bagi
terwujudnya determinasi kultural di atas. Ketidakberdayaan kultural
tersebut semakin terasa pekat, kalau kita kaitkan dengan wilayah
kultural lainnya, yakni berupa corak penghayatan wilayah teologi
keagamaan yang deterministik (jabbariyyah) yang umumnya
“diwarisi” oleh mayoritas Muslim di negeri ini.

Semua faktor di atas semakin memperkuat nuansa “ketidak-
berdayaan” mayoritas rakyat. Bukankah pemikiran dan aktivisme
sosial keseharian umat dan warga amat dipengaruhi oleh mode of
thought yang mereka anut, baik secara sadar maupun tidak
disadari. Mode of thought inilah yang membentuk sistem etika sosial
di negeri ini. Secara politis, cara berpikir deterministik cenderung
membutuhkan hadirnya “orang kuat”, bukan “sistem yang kuat”.
Tidak perlu heran, mengapa jutaan rakyat di negeri ini selalu
menyerahkan pelbagai problem yang mereka hadapi kepada figur
vang mereka idolakan. Orde Lama dengan Soekarmo-nya, Orde Baru
dengan Soeharto-nya, dan Orde Reformasi dengan Gus Dur dan
Megawati-nya. Walaupun untuk dua figur terakhir, faktor determinasi
kultural tersebut sudah mulai mengalami degradasi. Namun
sayangnya belum diimbangi oleh dua hal.

Pertama, belum meratanya faktor indeterminisme kultural di
kalangan mayoritas warga bangsa. Kedua, masih dominannya sistem
“etika sosial lama” yang hegemonik, sementara nuansa sistem etika
sosial baru yvang lebih rasional, egaliter dan demokratis belum
kunjung tiba. Masih bervariasinya subjektivitas teoritik keilmuan
dalam wacana - yang sudah barang tentu berimplikasi pada
formulasi politik, ekonomi, hukum dan ketatanegaraan, merupakan
indikasi belum mapannya sistem etika sosial yang reformis sampai
saat ini. Di sisi lain, pengalaman bangsa kita dalam berinteraksi
sosial secara sehat, adil, jujur dan terbuka, boleh dibilang masih
seumur “balita”. Di tengah suasana yang demikian, bangsa ini
akhirmya terjerumus dalam kancah carut marut politik, ekonomi,
sosial dan budaya. Bila upaya percepatan dalam dua hal di atas
bisa dilakukan, insya Allah, kesiapan bangsa kita mengarungi lautan
multikultural secara lebih humanis dan berperadaban menjadi
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sebuah kenyataan. Untuk itu, upaya privatisasi Islam, mau tidak
mau harus mempertimbangkan faktor determinisme kultural ini.
Upaya telaah keagamaan secara etik-filosofik menjadi pelengkap
dari proyek privatisasi Islam di atas. '

Dari Moralitas Individu ke Moralitas Publik

Selain upaya otonomi dan privatisasi keberagamaan di atas,
implikasi dari dua paradigma tersebut diharapkan dapat melahirkan
wawasan tentang moralitas publik. Dalam khazanah pemikiran Islam
klasik, muncul kesan masih dominannya pola pemhaman moralitas
keagamaan yang bersifat personal, belum berkembang lebih jauh
secara komunal. Secara sosiologis, kita sering melihat, ketika muncul
kasus-kasus pelanggaran moral yang sifatnya personal dan domes-
tik, seperti perselingkuhan, pornografi, dan semacamnya, respon
umat begitu tinggi. Tetapi ketika ada kasus-kasus wilayah moralitas
publik semacam penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan,
kerusakan lingkungan, penggusuran, penindasan terhadap buruh,
dan sejenisnya, umat Islam kelihatan adem ayem saja.

Hal ini boleh jadi disebabkan beberapa hal; pertama, akibat
kekalahan politik umat Islam ketika harus berhadapan dengan
dominasi kekuasaan yang represif, membuat umat lebih mendalami
masalah-masalah moralitas personal dan domestik ketimbang
moralitas komunal atau publik. Karya moralitas keislaman sebagai-
mana yang diwariskan oleh al-Ghazali (al-Ihya’ fi al-Ulum al-Din)
misalnya, boleh dianggap mewakili perspektif ini. Kondisi ini
umumnya berlaku di dunia Sunni, sementara di kalangan kaum
Muslim Syiah merupakan pengecualian, karena tradisi pemikiran
Islamn terus berlanjut di sana sampai hari ini. Kedua, masih miskinnya
artikulasi pemikiran ulama yang relatif lebih independen dan
berdimensi sosial. Walaupun telah ada kekayaan khazanah moralitas
keagamaan yang bernuansa sosial seperti karya Ibnu Khaldun atau
Ibnu Taimiyah, namun masih dianggap lebih terkait pada cantolan
kekuasaan di masanya. Ketiga, boleh jadi juga, problematika sosial
masa lalu umat Islam belum sedahsyat masa kini. Itu sebabnya umat
Islam pasca Imam al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah dan Ibnu
Khaldun, mengalami kekosongan daya tahan moral dan kultural
ketika harus berhadapan dengan trend the third wave, misalnya.
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Karena secara intelektual, umat tidak memiliki kekayaan literal yang
berimplikasi pada miskinnya artikulasi umat dalam merespon
berbagai pelanggaran moralitas publik.

Sosok keulamaan - kekiaian - cenderung diposisikan pada
sejauhmana ulama atau kiai tersebut memiliki kepedulian pada
moralitas personal dan domestik, tanpa mengkritisi lebih luas lagi
tentang peran sosiologis ulama/kiai dalam menanggapi isu-isu sosial
atau publik. Bahkan khalayak menganggap rancu bila, di satu sisi,
ulama sudah berbicara soal-soal publik, seperti KKN, penggusuran,
dan sebagainya. Khalayak - bahkan oleh umat Islam sendiri -
cenderung beranggapan bahwa isu-isu publik bukanlah bagian dari
kritisisme keulamaan. Di sisi lain, karena ulama telah diposisikan
sebagai figur moral domestik, ketika ulama dipercaya untuk mejalan-
kan kewajiban publik maka gaya moralitas domestiknya masih tetap
terbawa. Walaupun secara public accountability - sebagaimana
laiknya dalam wacana politik dan kepemimpinan modemn - gaya
kepemimpin personalistik dan domestik tersebut dianggap tidak
signifikan.

Secara teologis, dapat dikatakan bahwa moralitas Islam selama
ini hanya membahas wilayah I and God saja, sementara wacana
tentang I, God and the others, seperti soal-soal kemanusiaan,
problema sosial dan lingkungan, sebagai bagian dari kajian moralitas
publik, belum kunjung terwujud. Hal tersebut tentunya berdampak
pada marginalitas umat ketika harus bergelut dengan berbagai
kekuatan destruktif yang mengitarinya.

Implikasi lain dari model I and God di atas adalah eksistensi
keberagamaan menjadi sentralistik, yang umumnya berpusat pada
dua unsur: unsur figur ulama, lebih gawat lagi bila ulama tersebut
merangkap penguasa, sebagai “bayangan Tuhan di bumi” (zhillullah
fi al-ardl) - semacam wali yang transenden dan metafisik yang
dianggap tidak pernah salah; dan terpusat pada institusi yang terkait
dengan state sebagaimana eksistensi MUI pada zaman Orde Baru.
Di zaman reformasi ini, kecenderungan model Orde Baru juga muncul
seperti isu jihad dan bughot yang ternyata lebih dicantolkan pada
pusat kekuasaan, dan diniatkan secara terbuka untuk membela figur
tertentu.

Pengalaman etatisme (penegaraan) agama dalam sejarah Islam
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sebenarnya pernah muncul di masa ketika paham Mu'tazilah
mendominasi kekuasaan era khalifah al-Ma'mun dan al-Mu’tashim.
Akibatnya, muncul prilaku politik - yang mengatasnamakan agama
- mihnah (pemeriksaan paham pribadi, inquisition terhadap
kelompok di luar kekuasaan, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang
berbeda dengan paham penguasa.’ Di era multikultural ini, etatisme
agama sedapat mungkin harus dihindari. Wacana keberagamaan
sipil harus terus diartikulasikan sebanyak dan sesering mungkin.
Karena di era multikultural, model pemahaman yang heterogen lebih
diminati ketimbang model keberagamaan yang monolitik, personal
dan institusional. '

Mutasi Tuhan ke Bumi

Karena tantangan di masa mendatang begitu kompleks, sudah
saatnya bagi umat Islam untuk “mengajak Tuhan untuk turun ke
bumi”. Pola pemahaman Islam yang utopis-metafisis selama ini
harus segera dilandingkan, agar makna keberagamaan menjadi
lebih berarti. Tuhan harus kita ajak secara bersama-sama menegur
hamba-Nya yang hina dan papa. Al-Qur’an juga pernah “menegur”
Nabi Muhammad Saw, yang sempat tergoda dengan paham elitisme
(lihat: ‘abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a’ma). Kinilah saatnya Tuhan
kita ajak untuk menyapa para kaum dlu'afa’ (miskin kultural) maupun
para mustad!’afin (miskin struktural). Atau meminjam teori Kiri Islam-
nya Hassan Hanafi, from God to land. Model pemahaman teologi
Islam tradisional (predestination) harus diubah menjadi sebuah
ideologi politik, transformasi dari sistem akidah yang normatif-
deduktif menjadi kekuatan sosial kritis, oposisional dan revolutif.
Dengan demikian, model keberagamaan Islam mejadi lebih
membumi, humanis, socialized dan civilized.

Belajar dari pengalaman hidup Nietsche atau Karl Marx yang
sampai pada ujung perjalanan intelektual mereka sanggup “memati-
kan Tuhan” serta “menganggap agama itu candu”, adalah gambaran
dari kritisisme terhadap fenomena elitis para pendeta dan gereja
yang telah melakukan “perselingkuhan agama dengan negara”
pada masanya, sehingga agama tidak ramah lagi pada orang miskin
dan kaum tertindas. Dalam khazanah kemuhammadiyahan, KHA.
Dahlan secara berulang-ulang mengajarkan -surat al-Ma'un hingga
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akhirnya para santri menjadi lebih paham bahwa keberagamaan
secara idealistik-rasionalistik (bayani) saja belum cukup, perhi
dilanjutkan pada wilayah keberagamaan yang populis dan konkrit.
Jadi, harus ada pembumian nilai-nilai al-Qur’an.

Lokalisasi Akidah dan Desentralisasi Fikih

Untuk mewujud gagasan-gagasan di atas, saatnya dilakukan
upava lokalisasi akidah, yakni beralih dari model pemahaman akidah
yang idealistik-rasionalistik ke pemahaman yang lebih empirik-
transformatif, sebagaimana yang ditawarkan oleh Hassan Hanafi.
Dari akidah yang dikotomik-konfrontatif, menjadi lebih apresiatif,
~ dialogis, kompromistik dan akomodatif, tanpa harus terjebak pada
sinkretisme. Pada sebagian umat, kadang terjadi kekerasan atas
nama pembelaan akidah Islamiah. Model pengajaran ilmu akidah
yang terlalu global dan normatif selama ini harus dirubah menjadi
lebih spesifik. Sebagai contoh, ketika mengajarkan ilmu Matematika,
para guru atau dosen bisa saja menjelaskan bahwa walaupun sistem
hitungan dalam matematika cenderung serba pasti dan terbatas
(limited) sehingga tidak ada peluang untuk menghadirkan Tuhan
di dalamnya, namun bukankah dalam ilmu Matematika juga dikenal
angka nol sebagai simbol bilangan yang apabila dikalikan atau dibagi
berapa pun, hasilnya menjadi tidak terthingga (unlimited). Itu artinya
“Tuhan masih punya kursi di dalamnya”.

Demikian pula halnya dalam pengajaran fisika, yang selama
ini dianggap penuh dengan teori-teori kepastian, sehingga
cenderung mengeklusi Tuhan dari wilayah keilmuan modern. Tetapi
benarkah pernyataan itu? Apakah antara agama dengan sains tidak
bisa lagi dipertemukan? Walaupun orang sering mempertentangkan
antara ilmu pengetahuan modem dengan doktrin agama, termasuk
agama Islam, tapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir,
misalnya dalam fisika, hal itu tidak bisa lagi dipertahankan. Ini
terutama karena fisika modern, seperti fisika kuantum, terbukti
sangat bersandar pada postulasi-postulasi atau aksioma-aksioma
yvang dibangun di atas “asas-asas ketidak-pastian”. Ini memberi
ruang yang semakin luas untuk berbicara tentang “yang gaib”, yang
berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan modern untuk
menjangkaunya.'! Jadi, yang dimaksud dengan lokalisasi akidah di
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sini adalah bahwa pengajaran akidah tidak lagi bersifat bayani atau
serba global dan normatif seperti yang berjalan selama ini - dimana
para pengajarnya semata-mata berlatarbelakang Islamic Studies -
seperti yang tercermin dalam model pengajaran AIK (Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan) di lingkungan PTM. Di masa era multikultural
upaya diversifikasi pengajaran dan staf pengajar akidah lebih
dimungkinkan. v

Seiring dengan upaya lokalisasi akidah, proyek desentralisasi
fikih juga menjadi sebuah keniscayaan. Model pemahaman
keagamaan yang sentralistik, monolitik dan patemmalistik selama ini,
cenderung hanya menampilkan model pemahaman fikih yang
dikotomik bahkan konfrontatif. Logika fikih hanya bersifat white or
black (halal-haram), dalam kenyataannya sering sekali mengabaikan
dinamika perubahan sosial, iptek dan rasa keadilan (psikologi)
masyarakat. Orientasi fikih strukturalistik harus direorientasikan
menjadi lebih kultural. Kasus pengharaman Ajinomoto merupakan
salahsatu dari cermin fikih struktural tersebut. “Ketergesaan” MUI
dalam mengeluarkan fatwa tentang Ajinomoto, kurang diikuti, paling
tidak, oleh dua hal: upaya dialogis yang intensif antara ulama “kitab
kuning” dengan “kitab putih” (ahli Kimia), semacam dialogue
between religion and biological science; penetapan fatwa tersebut
tidak didahului proses sharing ideas di masyarakat. Mestinya,
sebelum fatwa dikeluarkan, kasus tersebut harus di publikasikan
dulu, agar keterlibatan para ilmuan menjadi lebih intens dan pada
akhirnya dapat lebih memperkaya putusan hukum yang akan
ditetapkan. Inilah yang menjadi salahsatu agenda desentralisasi fikih
dimaksud. Model pemahaman keagamaan yang monoton dan
monolitik serta struktural, tampaknya sudah tidak begitu relevan
dan signifikan.

Orientasi sosial transformatif dari fikih juga harus diper-
timbangkan, misalnya, tentang fikih kelautan, karena khazanah fikih
klasik lebih banyak bernuansa pedalaman, bukan pesisir mengingat
ulama kita dahulu lebih banyak terfokus pada urusan pedalaman
ketimbang pesisir. Demikian pula kaitan antara teologi dan fikih -
seperti yang pernah disinggung oleh Fazlur Rahman - harus
ditindaklanjuti. Perkembangan fikih sangat terkait dengan per-
kembangan teologi. Di masa mendatang, soal fikih internet, fikih
angkasa luar, fikih HAM, fikih demokrasi, fikih KKN, fikih lingkungan
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hidup, fikih gender, fikih perburuhan, fikih pertanahan/
penggusuran, fikih jihad, fikih kekerasan, fikih demonstrasi, dan lain-
lain, harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, produk fikih di
tingkat nasional tidak harus sama dengan produk fikih di tingkat
lokal. Peran MUI, Majelis Tarjih dan PPI serta Bahsul Masail
misalnya, hanya bersifat koordinatif. Upaya pemberdayaan potensi
ulama/ilmuan lokal sudah saatnya dilakukan. Untuk itu, upaya
perubahan kurikulum, text book, metodologi pengajaran serta up-
grading para pengajar sekaligus good will dan political will dari
para pengambil kebijakan menjadi agenda bersama, agar umat siap
berinteraksi dengan berbagai dinamika perubahan yang tengah dan
akan terus berlangsung di era multikultural, ini.
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